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ABSTRAK

Tren penyelesaian perkara perceraian melalui prosedur verstek
secara empirik telah mendominasi penyelesaian perkara perceraian
di Indonesia. Sekalipun prosedur wverstek itu legal dan beralas
hukum, namun menyimpan beberapa kelemahan dan menyisakan
rasa ketidakadilan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
meliputi: Pertama, bagaimana konsep pengaturan verstek dalam
sistem hukum perceraian di Indonesia berbasis keadilan substansial.
Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara
perceraian melalui mekanisme verstek. Ketiga, bagaimana upaya
rekonseptualisasi penyelesaian perkara perceraian berbasis keadilan
substansial melalui mekanisme verstek. Metode riset merupakan
penelitian hukum normatif berbasis data sekunder dan data primer,
dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan konseptual.
Penelitian menggunakan teori sistem hukum, teori keadilan, teori
pengambilan keputusan hukum, dan judicial activism. Hasil penelitian
menyimpulkan: pertama, pengaturan verstek sebagaimana diatur Pasal
125 HIR / Pasal 149 RBg dalam praktiknya belum selaras dengan
prinsip keadilan substansial maupun aspek-aspek substansial proses
pemeriksaan perkara perceraian. Kedua, pertimbangan hakim dalam
penyelesaian verstek perkara perceraian bersifat legal-positivistik,
cenderung mengedepankan aspek normatif-prosedural. Ketiga, upaya
penegakan keadilan substansial dalam memutus perceraian melalui
prosedur verstek dapat ditempuh melalui: pertama, revisi atau
pengaturan kembali ketentuan verstek dalam penyelesaian perkara
perceraian berbasis keadilan substansial; kedua, perluasan peran aktif
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hakim dan pengadilan dalam penyelesaian verstek perceraian melalui
prinsip mempersulit perceraian; ketiga, mewujudkan dan melindungi
kepentingan hukum para pihak melalui ex officio hakim dalam
putusan verstek perceraian; keempat, membangun budaya kesadaraan
dan ketaatan hukum masyarakat.

Kata-kata kunci: Rekonseptualisasi, verstek prosedur, perkara
perceraian, keadilan substansial.
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ABSTRACT

The trend of settling divorce cases through verstek procedures has
empirically dominated the settlement of divorce cases in Indonesia.
Even though the verstek procedure is legal and grounded in law, it
has several weaknesses and leaves a sense of injustice. The problems
examined in this study include: First, how the concept of verstek
regulationin the divorce law system in Indonesia is based on substantial
justice. Second, how do judges consider the settlement of divorce
cases through verstek procedures? Third, how to reconceptualize the
settlement of substantial justice-based divorce cases through verstek
procedures. The research method is normative legal research based
on secondary data and primary data, with a philosophical, statutory
and conceptual approach. Research using legal system theory, justice
theory, legal decision-making theory, and judicial activism. The
results of the study conclude: first, the verstek regulation as regulated
in Article 125 HIR / Article 149 RBg in practice is not in accordance
with the principle of substantial justice and substantial aspects of the
process of examining divorce cases. Second, judges’ considerations in
the settlement of a divorce case are legal-positivistic in nature, tending
to prioritize normative-procedural aspects. Third, efforts to uphold
substantial justice in deciding divorce through the verstek procedures
can be pursued through: first, revision or rearrangement of verstek
provisions in the settlement of divorce cases based on substantial
justice; second, expanding the active role of judges and courts in
resolving divorce versions through the principle of complicating
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divorce; third, realizing and protecting the legal interests of the parties
through ex officio judges in the verdict version of divorce; fourth,
build a culture of awareness and law-abiding society.

Key words: Reconceptualization, procedural verstek, divorce

case, substantial justice.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas empirik penyelesaian perkara perceraian oleh
hakim di Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) umumnya
dijatuhkan secara verstek, bahkan putusan verstek mendominasi
jumlah putusan perceraian pada beberapa wilayah PA di
Indonesia.! Dukungan fakta-fakta tersebut dapat dilihat misalnya
dari putusan PA Bandung yang memutus verstek perkara
perceraian kurang lebih 70% dari seluruh jumlah perkara
perceraian yang diterima setiap tahunnya.? Gambaran yang sama
dapat dijumpai di PA Pamekasan, putusan verstek dalam perkara
perceraian bahkan mendominasi kuantitasnya jika dibandingkan
dengan jenis perkara lain, yakni sekitar 2/3 dari perkara
perceraian yang diajukan ke PA Pamekasan, yang meliputi

! Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama”
Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164.
Lihat pula Eka Susylawati dan Moh. Hasan, “Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Pamekasan”, Jurnal Nuansa, Vol. 8 No. 1 Januari - Juni 2011, hlm. 135-
149. Lihat pula Devi Luciana, “Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Bandung Tahun 2013”. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015. Baca pula
H. Ambo Asse, “Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama
(Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)”, Artikel Publikasi, Badilag Mahkamah Agung,
hlm. 1.

2 Menurut Panmud Hukum Pengadilan Agama Bandung jika perkara pertahun
diterima oleh pengadilan agama sebanyak 3000 perkara, maka perkara yang diputus
verstek mencapai 2000 perkara. Lihat Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi
dalam Sistem Peradilan Agama”, artikel dalam Jurnal Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam
dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 145-164. Baca pula, Ema Rahmawati dan
Linda Rachmainy, “Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri Bandung dalam ajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”,
artikel dalam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, (Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2016)
219-226. Lihat pula Devi Luciana, “Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013”. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung,
2015.



REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN VERSTEK
PERKARA PERCERAIAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANSIAL

permohonan cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak)
ataupun yang diajukan oleh isteri (cerai gugat).

Dukungan data lainnya terlihat dari putusan PA
Samarinda sejak tahun 2012-2016 terhadap perkara cerai gugat
khususnya dengan alasan pelanggaran taklik talak, dari seluruh
rekapitulasi data pelanggaran taklik talak di PA Samarinda
ditemukan hampir 99,16% diputus verstek atau sekitar 235 kasus,
dan hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan.4
Fenomena serupa juga ditemukan dalam perkara perceraian di
PA Makassar. Data menunjukkan bahwa putusan perkara
perceraian di PA Makassar dalam kurun waktu 2016-2018
didominasi dengan putusan verstek oleh majelis hakim, dari
rekapitulasi terdapat 4.968 dari 6.035 (80%) perkara perceraian
diputus melalui mekanisme verstek,> bahkan tahun-tahun
sebelum dan setelahnya pun menunjukkan tren yang sama.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu
perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan (selanjutnya disebut
UUP). Pasal 39 UUP menyatakan perceraian hanya dapat
dilakukan di depan pengadilan® setelah pengadilan memberikan
kesempatan untuk berdamai, dimana hakim akan bertindak
sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga
hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa
terjamin, dan harus terdapat alasan-alasan sebagaimana telah

3 Eka Susylawati dan Moh. Hasan, “Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Pamekasan”, artikel dalam Jurnal Nuansa, (Vol. 8 No. 1 Januari-Juni
2011), hlm. 135-149.

4 Lilik Andaryuni, “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik
Talak di Pengadilan Agama Samarinda”, artikel dalam Jurnal Istibath Jurnal of Islamic Law,
(Vol. 16, No. 1), hlm. 234.

5 Diolah dari Data putusan Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar.

¢ Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu
peradilan agama bagi yang beragama Islam dan peradilan umum bagi yang beragama
selain Islam. Lihat Afdol, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Airlangga
University Press, 2009), hlm. 99.
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ditentukan dalam UU.” Pentingnya alasan-alasan tersebut
bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa bercerai adalah
sesuatu yang mudah, dan untuk memperkecil angka perceraian.

UUP berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian
dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik
yang paling rendah. Pembuat UU ini menyadari bahwa
perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan
mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami
isteri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak, bahkan kegagalan
membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah
tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada
kehidupan masyarakat.?

Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan
memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, namun demikian
perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak
pernah dipermudahkan oleh agama Islam, terlebih sebuah hadis
menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi
sesungguhnya perbuatan tersebut dibenci oleh Allah swt.”
Idealnya dalam pemeriksaan perkara perceraian suami dan istri
hadir di persidangan. Dengan kehadiran tersebut hakim akan
lebih mudah mengupayakan perdamaian, sebab kewajiban

7 Alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975 dan pasal Kompilasi Hukum Islam adalah : a. salah satu pihak berbuat zina atau
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak
yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya c. Salah
satu pihak mendapat hukuman penjara 3 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain e. Salah satu pihak mendapat cacat
badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga f. Karena murtad g. Karena melanggar
taklik talak.

8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi I, Cetakan
Kelima (Jakarta: Kencana, 2017), him. 8.

9 Slamet Abidin, Figh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 10.



] REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN VERSTEK
JUZ PERKARA PERCERAIAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANSIAL

hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara
merupakan asas hukum yang sejalan dengan tuntutan dan ajaran
moral dalam Islam.1® Hakim dalam persidangan diharuskan
mendengarkan kedua belah pihak, ketika kedua belah pihak
yang dipanggil di muka sidang, mendapat perlakuan yang sama
sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang
tepat.11

Dalam hukum acara perdata adanya asas audi et alteram
partem yang pada pokoknya berarti kedua belah pihak harus
didengar. Kedua pihak yang berperkara harus sama-sama
diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil,
termasuk kesempatan yang sama dalam memberikan
pendapatnya. Hal ini mengandung makna hakim tidak boleh
menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila
pihak lain tidak didengar atau diberi kesempatan untuk
mengeluarkan pendapatnya. Idealnya pemeriksaan perkara di
muka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua
belah pihak. Namun jika berpegang, dan asas tersebut harus
diikuti secara kaku akan menimbulkan permasalahan, karena
sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang
berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam
persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim,
tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara
tersebut hanya salah satu pihak yang hadir.

Memutus perkara melalui lembaga verstek sebagaimana
Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg adalah legal konstitusional
terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah
dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dalam

0 M. Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 215.

4

1 Lihat Pasal 121 HIR /124 RBg.
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persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.!? Putusan
verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-
dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara
perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung (selanjutnya
disebut MA), putusan verstek pada perkara perceraian hanya
dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian
telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini guna menghindari
adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus
menerapkan asas dalam UUP, yaitu asas mempersukar
perceraian.13

Kedudukan putusan verstek perkara perceraian dari
perspektif hukum memiliki bobot yang sama dengan putusan
hakim dari proses kontradiktur, dan segala akibat hukumnya
telah berlaku setelah putusan wverstek mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Walau demikian, terdapat rasa ketidakadilan
dari sudut kebenaran materiil, sebab tidak melalui jawab
menjawab (replik-duplik) dan tidak berdasar fakta kongkrit yang
telah terbukti, pengambilan putusan secara sepihak, karena
hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan
pengadilan, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban
gugur dengan sendirinya.

Hakim pada PA yang bertugas memeriksa, mengadili
dan memutus perkara pada tingkat pertama pada dasarnya
merupakan judex factie* dan memutus perkara tidak hanya
berdasarkan hukum normatif yang tertuang dalam UU, tetapi

12 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
hlm. 216.

13 H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 86.

4 Judex factie adalah peradilan yang memeriksa perkara dengan menemukan fakta
melalui pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, selanjutnya dari fakta-fakta
tersebut ditarik kesimpulan fakta-fakta hukum yang disengketakan para pihak, dan
tindakan hakim lebih lanjut mengadili berupa menerapkan hukum dan keadilan yang
dituangkan dalam putusan.
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tidak kalah pentingnya mempertimbangkan rasa keadilan dalam
kasus yang diputus. Dalam kaitan tersebut, hakim dapat
menyimpangi kaidah UU, sekaligus menggali dan menciptakan
hukum baru yang memenuhi rasa keadilan dengan kewenangan
berupa penemuan hukum!® (rechtsvinding) dan penciptaan
hukum!® (rechtsschepping). Kewenangan tersebut dijamin oleh
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.!”

Konsep suatu putusan yang mengandung keadilan,
memang sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang
bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil
oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan
hukum dan keadilan. Nilai-nilai tersebut tersimbolkan dalam
judul (irah-irah) di setiap putusan hakim dengan kepala putusan
yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.18

Putusan adil adalah keinginan setiap pihak yang
berperkara di pengadilan. Rumusan putusan adil antara pihak
satu dengan lain tentu berbeda, sebab adil tidak dapat
dipersepsikan sama antara orang yang satu dengan lainnya.
Rumusan putusan adil bermacam-macam sesuai cara pandang
masing-masing. Hasil penelitian terhadap hakim PA menemukan
hakim memaknai putusan yang adil adalah putusan yang
didasarkan pada nilai-nilai aturan tertinggi yang dimulai dari
proses persidangan sampai pada putusan itu dibuat. Hakim

15 Metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan
tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret.

16 Metode untuk mendapatkan hukum dalam hal tidak ada peraturannya yang
secara khusus untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus konkret.

7 Bunyi lengkap Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman adalah “Hakim dan
Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

18 Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan
dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3
September (2012), hlm. 484.
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memaknai keadilan tidak hanya didasarkan pada keadilan
prosedural saja tetapi keadilan subtansial.?®

Dalam pandangan John Rawls, untuk mencapai suatu
keadilan disyararatkan sekaligus adanya unsur keadilan yang
substantif (justice) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan
procedural (fairness). Atas dasar itulah muncul istilah yang
digunakan oleh John Rawls yakni justice as fairness, meskipun
dari istilah justice as fairness tersebut mengandung arti bahwa
unsur fairness mendapat prioritas tertentu dari segi
metodologinya. Apabila unsur fairness atau keadilan procedural
sangat erat kaitannya dengan keadilan substantive (justice).20

Sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan
itu memberi rasa keadilan pada kedua belah pihak. Para pencari
keadilan tentu sangat mendambakan apabila perkara yang
diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang
profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga
dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung
aspek kepastian hukum, tetapi juga berdimensikan legal justice,
moral justice dan social justice. Keadilan itulah yang menjadi
tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian
sengketa di pengadilan.?!

Keadilan berkaitan erat dengan hati nurani, bukan
definisi dan bukan pula persoalan formal-formalan. Ia
berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari
manusia, dan bukan pula soal teori-teori ilmu hukum
sebagaimana yang telah diterapkan. Kelihatannya, menurut teori

19 Abdul Jamil, “Konstruksi Hukum Acara Peradilan Agama Guna Menuju

Terwujudnya Putusan Yang Adil”, dalam Jurnal Media Hukum (JMH), Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Volume 16 No. 3, Desember 2009, hlm. 548-568.

20 John Rawls, A Theory of Justice. Harvard University Press Cambridge,

Massachucetts. Diterjemahkan U. Fauzan dan H. Prasetyo, Teori Keadilan. (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

2l Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang

Pasti Dan Berkeadilan (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.
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ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi

sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh

Gustav Radbruch “summum ius summa inuiria”, bahwa keadilan

tertinggi itu adalah hati nurani. Terlalu mematuhi hukum secara

apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.?2

Oleh karena itu, meskipun putusan verstek legal dan
beralas hukum, namun menyimpan beberapa kelemahan dan
menyisakan rasa ketidakadilan termasuk dalam penyelesaian
perkara perceraian. Hakim tidak dapat mengupayakan
perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam UU. Hakim hanya
dapat mendasarkan pada pembuktian yang diajukan
penggugat/pemohon sehingga tidak terdapat keseimbangan
dalam pembuktian. Upaya mediasi oleh mediator kepada kedua
pihak berperkara juga tidak mungkin dilakukan. Majelis hakim
hanya mampu menasehati penggugat/pemohon agar tidak
bercerai dengan berbagai pertimbangan, dan itupun berjalan
secara tidak maksimal.

Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan
penelitian disertasi ini dilakukan, antara lain:

1. Munculnya fenomena para pihak dalam perkara perceraian
yang menggunakan lembaga verstek sebagai wadah dalam
mempermudah hajat mereka untuk bercerai, dengan
berbagai motif ketidakhadiran. Fenomena tersebut tergambar
melalui tingginya dominasi putusan wverstek perkara
perceraian di PA. Dampak tingginya perkara perceraian
diputus secara verstek menimbulkan kesan bahwa bercerai di
PA merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberikan
akibat apapun terhadap pihak yang tidak hadir.

22 Jeremies Lemek, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di

Indonesia (Yogyakarta: Galang Press, 2007), him. 25.
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2. Pada prinsipnya, meskipun tergugat/termohon tidak hadir,
persidangan pemeriksaan perkara perceraian, haruslah
berjalan adil dengan memperhatikan kepentingan para
pihak. Sebab idealnya suatu putusan hakim yang telah
melalui suatu proses pemeriksaan perkara sesuai hukum
acara perdata haruslah menjungjung tinggi nilai keadilan
bagi para pihak.

3. Tingginya dominasi wverstek perkara perceraian menjadi
penyebab utama tidak tercapainya upaya perdamaian oleh
hakim, ketika tergugat/termohon tidak pernah hadir selama
persidangan, maka hakim tidak dapat mengupayakan
perdamaian sebagaimana yang diamanatkan UU.

4. Tidak terpenuhinya asas audi et alteram partem yang pada
pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar.
Kedua pihak yang berperkara harus sama-sama
diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta
masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan
pendapatnya. Yang terjadi, hakim hanya dapat mendasarkan
pada pembuktian yang diajukan penggugat/pemohon
sehingga tidak terdapat keseimbangan dalam pembuktian.
Sebagaimana MA berpendapat bahwa, putusan verstek dalam
perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil
atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam
persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan
dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan asas
dalam UUP yaitu mempersulit perceraian.

5. Dalam perkara cerai gugat, ketika suami tidak pernah hadir
ke persidangan, maka isteri akan kehilangan hak-haknya,
istri kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya
maupun nafkah anaknya. Namun tidak semua pihak,
terutama isteri, memahami tentang hak-hak tersebut.
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6. Dalam putusan verstek, persidangan berlangsung secara
sederhana dan cepat. Persidangan sepintas sesuai dengan
prinsip proses beracara di peradilan. Namun tidak berarti
prinsip ini dapat diterapkan terhadap semua perkara,
termasuk perkara perceraian. UUP pada hakikatnya tidak
melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya,
artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika
seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun
harus dilaksanakan secara baik di muka sidang pengadilan.

Mendasarkan pada fakta dan dominasi putusan verstek
perkara perceraian di PA tersebut penting untuk diteliti dan hal
ini tentu tak bisa dilepaskan dari ketentuan pengaturan verstek
perceraian dalam sistem hukum perceraian, upaya penyelesaian
perkara, serta pertimbangan hukum yang dipilih oleh hakim
dalam menerima, mengadili serta memutus perkara tersebut,
sehingga dapat melahirkan putusan hukum yang berkeadilan.
Berkenaan dengan hal ini, menjadi penting untuk
merekonseptualisasi upaya penyelesaian verstek perkara
perceraian dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan.
Rekonseptualisai penyelesaian verstek perkara perceraian ini
boleh jadi akan membuka ruang perdebatan mengenai hakikat
dan eksistensi lembaga verstek dalam sistem penegakan hukum
guna tercapainya hakikat dari tujuan hukum yang ideal.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut,
maka penelitian difokuskan pada rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana konsep pengaturan verstek dalam sistem hukum
perceraian di Indonesia berbasis keadilan substansial?
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara

perceraian melalui mekanisme verstek?

Bagaimana upaya rekonseptualisasi penyelesaian perkara
perceraian berbasis keadilan substansial melalui mekanisme
verstek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah

yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang

dilaksanakan, agar penelitian berjalan sesuai dengan apa yang

diharapkan. Penelitian ini memiliki tujuan:

1.

Mengkaji ketentuan pengaturan verstek dalam sistem hukum
perceraian di Indonesia berbasis keadilan substansial.
Mengkaji secara komprehensif penanganan dan penyelesaian
perkara perceraian melalui mekanisme verstek oleh hakim PA
berbasis keadilan substansial.

Memformulasikan konsepsi ideal upaya penegakan keadilan
substansial dalam penyeleaian sengketa perkara perceraian
melalui mekanisme verstek.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian di atas, lebih tegas

penelitian disertasi dengan judul Rekonseptualisai Penyelesaian

Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial ini

memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.

Kegunaan Teoritis

a. Menambah khazanah keilmuan d